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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN 
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ABSTRAK :  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 
2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam 
Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan 
Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto 
atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, danjatau Pembelajaran dalam 
Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      PP No. 94 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 161, TLN No. 5183) sebagaimana telah diubah 
dengan PP No. 45 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 119, TLN No. 6361); 

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Ketentuan mengenai pengurangan penghasilan bruto untuk Wajib Pajak. Pengurangan tersebut 
paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik 
kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Pengurangan tersebut meliputi Pengurangan 
penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, 
pemagangan, dan/atau pembelajaran, dan Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 
paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, 
dan/atau pembelajaran. Dalam PMK ini diatur pula kewajiban Wajib Pajak yang telah 
memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, untuk menyampaikan laporan biaya 
kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran setiap tahun kepada Direktur 
Jenderal Pajak. 

    

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 September 2019 dan diundangkan pada tanggal 
9 September 2019. 

  - Lampiran halaman 14-33. 

 


